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ABSTRAK

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di
sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat.
Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah
satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Dan tidak dibutuhkan
banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh
yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan
hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas.
Jika dicermati dengan seksama Putusan NO. 267/Pid.b/2015/PN.Pgb.
menjatuhkan pasal 27 ayat 1 UU ITE sedangkan jikalau dicermati berdasarkan
Asas Hukum Pidana Lex Specialis Derogat Legi Generali Seyogyanya lebih
mengedepankan UU 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hal ini tentu saja
menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum
untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada
penelitian ini meliputi. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana prostitusi online? Dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan putusan nomor
267/Pid.B/2015/PN.Pgb? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif
dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang — Undang 11 Tahun 2008
Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Pertimbangan hakim dalam menetapkan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan 27 ayat 1 UU
ITE. Diperlukan konsepsi yang sama antar aparatur penegak hukum khususnya
disini adalah jaksa dan hakim, disebabkan apabila hakim salah dalam
mempertimbangkan hukum maka putusan tersebut dikhawatirkan akan menjadi
sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh hakim selanjutnya dalam menganalisis dan
memutuskan suatu kasus yang sama.

Kata Kunci: Porstitusi, Putusan, Hakim



ABSTRACT

Prostitution is a very complicated matter, many things are connected there,
therefore this issue needs special attention by the community. Prostitution, a
business synonymous with the black world, is one of those businesses that make
money very quickly. And it does not take much capital to do so, just enough with
the body capital that is professionally willing to be busi- nessed. Impact
Prostitution not only affects the perpetrators but also impacts on the wider
community. If carefully examined Decision NO. 267 / Pid.b / 2015 / PN.Pgb.
dropping Article 27 paragraph 1 of Law ITE while if observed based on the
Criminal Legal Principle Lex Specialis Derogat Legi Generali It should be more
prioritize Law 44 Year 2008 About Pornography, this is of course make dilemma
for the wider community, especially legal academics to conduct a more in-depth
study, conducted in this study include. How is the enforcement of criminal law
against the perpetrators of the crime of prostitution online? And What is the basis
of judge consideration in deciding criminal cases with decision number 267 /
Pid.B / 2015 / PN.Pgb? And using Normative Legal Research Methods with
emphasis on the review of Law 11 of 2008 About ITE and Law Number 44 Year
2008 About Pornography. Judge's consideration in determining the Acts
committed by the defendant refers to the demand of the public prosecutor that is
based on 27 paragraph 1 of the Law on ITE. It takes the same conception among
law enforcement apparatus especially here is the prosecutor and the judge,
because if the judge is wrong in considering the law then the decision is feared
will become a jurisprudence followed by the next judge in analyzing and deciding
the same case.

Keywords: Porstitution, Verdict, Judge
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 telah
menetapkan konsep negara hukum Indonesia secara normatif sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa ‘“Negara Indonesia
adalah Negara Hukum”. Konsenkuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap
pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya
harus didasarkan atau sesuai dengan hukum (Pratiwi, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan
prilaku warganya harus berlandasan pada Pancasila yang dapat dikatakan sebagai
falsafah dan dasar pandangan hidup bernegara, Ideologi negara, ligature
(pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan dan sumber dari
segala hukum. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua
paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia (MPR, 2015).

Dalam konsiderans tersebut ditegaskan tentang sistem Negara Republik
Indonesia adalah sebagai ‘“Negara Hukum” yang berdasarkan Pancasila, yaitu
“Negara” yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, negara yang menjunjung
tinggi nilai-nilai etika, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia,
dan negara yang berkepribadian luhur. Negara Republik Indonesia sebagai Negara

Hukum yang berdasarkan Pancasila, negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,



memiliki nilai-nilai tersebut yang wajib diwujudkan dalam hidup dan kehidupan
setiap warga negara Indonesia (Djubaedah, 2011).

Dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara tidak dapat
dihindarkan akan terjadi benturan antar kepentingan dan individu-individu dalam
mencapai tujuan sehingga guna menghindari pergesekan dan konflik kepentingan
diperlukan aturan dalam membatasi tingkah laku untuk sehingga diperlukan
instrumen yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menjaga keselarasan dalam
pergaulan hidup dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara berupa perangkat
dan aturan hukum yang dipatuhi dan dijunjung tinggi baik etika, moral dan
norma-norma yang hidup dan terjaga dalam sebuah pergaulan masyarakat.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah
laku manusia agar tingkah manusia dapat terkontrol. Hukum sebagai norma
mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan
keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Bahwa aturan-aturan hukum
yang berlaku itu merupakan hukum positif, hukum positif yang sering juga
disebut ius constitutum ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu
saat, waktu dan tempat tertentu sedangkan ius contituendum ialah hukum yang
masih direncanakan (A. R. Djamali, 2014).

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga
berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (coercive). Sehubungan
denga karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam
hukum, Maka dikenali istilah lex perfecta (peraturan yang sempurna) dan lex

imperfect (peraturan yang tidak sempurna) (Albert Rumokoy Donald, 2014).



Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan
dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun
lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu
ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagaiannya.

Akan tetapi didalam hal tertentu hukum pidana itu menunjukan adanya
suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnnya, yaitu bahwa
didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu
akibat hukum berupa suatu bijzondereleed atau suatu penderitaan yang besifat
khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu
pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah
ditentukan didalamnya.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti ojektif dan subjektif. Hukum
pidana objektif atau ius poenale adalah hukum pidana yang dapat dilihat dari
larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana
bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan
hukum pidana subjektif atau ius poenandi merupakan aturan yang berisi hak dan
kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum

2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan

menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan

3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkanoleh negara kepada si

pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).



Sedangkan bila dilihat dari perbedaan sumber hukumnya hukum pidana
dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana
umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi
Kitab Undang-Undang hukum pidana selanjut disingkat menjadi (KUHP), sering
disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum
pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP,
dimana hukum pidana khusus ini dibedakan atas dua kelompok yaitu :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi
peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum
pidana).

2. Kelompok peraturan perudang-undangan bukan dibidang hukum pidana,
tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidananya (Prasetyo, 2014).

Dalam implementasi dan penerapannya tidak jarang antara aturan
perundang-undangan yang diatur dalam pidana umum saling berkaitan dengan
pidana khusus. Tidak jarang suatu perbuatan pidana yang diproses dengan pidana
khusus juga memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan sebagaimana diatur
dalam pidana umum (KUHP) sehingga dalam penegakan hukumnya aparat
penegak hukum harus jeli dan bijak dalam penerapan sebuah aturan hukum untuk
mencapai keadilan yang hakiki dan diharapkan semua pihak baik oleh negara
maupun masyarakat.

Penegakan hukum yang baik adalah dengan mendasarkan dan menerapkan
prinsip-prinsip dan azas-azas hukum yang baik, dilaksanakan dengan proporsional

dan profesional guna mejamin akuntabilitas dan guna menghasilkan dan mencapai



tujuan hukum yang diharapkan berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari
hukum itu sendiri.

Globalisai telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi
informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah
merebak keseluruh dunia, tidak hanya negara maju saja namun negara bekembang
juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya
masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang
sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa (Suhariyanto, 2014)

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan
problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana cara
melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi
sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing
mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing (Lamintang, 2009).

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi ia
berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam beriteraksi,
bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend
perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat
bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi
dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan
perkembangan internet yang semakin canggih, yang mengakibatkan munculnya
kejahatan melalui jejaring internet (cyber crime). Salah satu jenis kejahatan ini

adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.



Semakin berkembang dan majunya peradapan sebuah negara juga diikuti
dengan tingkat kejahatan yang semakin canggih dimana salah satu bentuk
kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
adalah kegaitan prostitusi online dimana saat ini semakin merajalela dan
dilakukan hampir semua kalangan baik remaja sampai kepada orang tua, baik di
daerah perkotaan maupaun di pinggiran. Hal ini dapat dilihat dengan masih
adanya praktek prostitusi di daerah yang sangat menjunjung tinggi agama di
beberapa daerah di Indonesia.

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang
berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus
oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini
merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Dan
tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup
dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak
Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada
masyarakat luas. Agama sebagai pedoman dalam hidup sama sekali tidak
dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-
benar merupakan perbuatan yang dilarang agama. Pelacuran bukan hanya sebuah
gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan
seksualitas yang normal dan juga agama.

Adanya prostitusi biasanya dilakukan disebuah tempat, baik dipinggiran
jalan, pinggir rel, dengan cara pelaku menjajakan diri dan menunggu pelanggan

pengguna jasanya datang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



yang semakin canggih serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam
bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat
biasanya menjajakan diri. Dengan menggunakan media internet adalah salah
satunya.

Setiap orang di Indonesia yang menyelidiki gejala-gejala kemasyarakatan,
tentu akan mengetahui pula bagaimana seseorang sampai melacurkan diri. Banyak
faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar yang memainkan peranan di dalam
proses terjadinya pelacuran itu. Juga disini faktor-faktor dalam itu memainkan
peran di dalam riwayat si pelacur. Sebagian besar dari pelacur-pelacur itu tidak
sempurna rohaninya.

Dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (prostitute),
mucikari atau germo (pimp) dan pelanggannya (client). Bisnis prostitusi ini dapat
dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya. Hal ini dapat dilihat
secara kasat mata prostitusi konvensional dilakukan baik dengan secara nyata
(adanya lokalisasi) maupun sembunyi-sembunyi dengan melakukan transaksi dari
informasi orang ke orang lain dalam mencari dan menghubungkan antara pelacur
dan pelanggannya. Sedangkan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi berupa
jaringan internet dengan menggunakan media sosial dapat dilihat dengan
terungkapnya beberapa kasus oleh pihak kepolisian menandakan maraknya kasus
cyber porn melalui situs-situs jejaring sosial.

Sebagai contoh penegakan hukum tindak pidana prostitusi yang dilakukan
melalui media elektronik (internet) adalah perkara yang ditangani oleh Kepolisian

Daerah Bangka Belintung dan diproses di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan



telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (incrachf) dengan nomor
putusan 267/Pid.b/2015/PN.Pgb menunjukkan bahwa prostitusi online merupakan
kejahatan yang harus ditindak tegas untuk memberi jera agar tidak terluang
kembali.

Dalam perkara tersebut dijerat dengan rumusan tindak pidana prostitusi
online yang masuk kedalam kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai perbuatan yang dilarang
dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesna informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dikarenakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan
tersebut. Dan sebagaimana rumusan dari tindak pidana pornografi adalah
perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhunbungan
dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun percakapan, gerak tubu, atau bentuk pesan lainya melalui berbagai
bentuk media komunikasi dan/atau pertunjunkan dimuka umum, yang membuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam
pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut (tindak pidana pornografi).

Selain KUHP yang juga ada memuat aturan hukum tentang kesusilaan,

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang nomor 44 tahun



2008 tentang pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 november 2008.
Larangan pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam hukum tertulis sudah
dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai warisan penjajah
hindia belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917.

Menurut Adami Chazawi dalam Jurnal Effendi Sekedang ada 6 indikator

tindak pidana Lex Spesialis dari suatu Lex Generalis diantaranya yaitu:

a. Dalam tindak pidana Lex Specialis harus mengandung semua unsur
pokok tindak pidana Lex Generalis. Ditambah satu atau beberapa unsur
khusus dalam lex specialis yang tidak terdapat dalam lex generalis-nya.
Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang
menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan lex specialis dari suatu
lex generalis.

b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus
sama. Misalnya lex generalis penghinaan, /ex specialis-nya juga harus
mengenai pornografi.

c. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana /lex
specialisdengan subjek hukum /lex generalis. Kalau subjek hukum tindak
pidana lex specialis dengan subjek hukum lex specialis-nya juga harus
orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap lex specialis-
nyakorporasi, sementara lex generalis-nya orang.

d. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara lex specialis
dengan objek lex genmeralis. Kalau objek tindak pidana lex generalis

adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek
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tindak pidana /ex specialis-nyajuga nama baik dan kehormatan orang.
Kalau objek /ex generalis adalah tulisan, gambar atau benda yang
melanggar kesusilaan, maka lex specialis-nya juga merupakan tulisan,
gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.

e. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam
lex specialis dengan lex generalis-nya. kalau kepentingan hukum yang
hendak dilindungi dalam /lex generalis adalahkepentingan hukum
mengenai nama baik dan kehormatan, maka lex specialis-nya juga
demikian.

f. Sumber hukum lex specialis harus sama tingkatannya dengan sumber
hukum lex generalis-nya. Jika lex generalis bersumber pada undang-
undang, makasumber lex specialis-nya juga harus undang-undang. Jika
tidak sama tingkatanny, azas lex specialis derogate legi generalis tidak
berlaku karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum /ex
superiori derogate legi inferiori (Sekedang, 2016).

Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang
bersumber lebih rendah. Mencermati hal diatas bahwa untuk menerapkan Tindak
Pidana Kesusilaan dengan ketentuan pidana maka yang digunakan adalah UU
ITE, namun dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat celah hukum bagi pihak-
pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi Terdapat dalam
rumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Memperhatikan hal-hal diatas tampak bahwa pengaturan tentang kesusilaan

sangat kompleks dan berhubungan erat dengan beberapa undang-undang yang
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juga terus mengalami perubahan sehingga memberikan gambaran bahwa
pembangunan hukum di Indonesia terus berjalan, sebagaimana yang dikemukakan
oleh Wicipto Setiadi dalam Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum
Nasional ISSN No. 2089-2009 Vol. 1 No. 1 April 2012 dengan judul
“Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum” bahwa
konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan
tersebut mengandung makna bahwa hukum merupakan suatu supreme. Dengan
supremasi hukum diharapkan lahir ketertiban (order) atau tata kehidupan
masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat berperan dalam
menjaga stabilitas negara (Wicipto, 2012).

Penegakan hukum adalah hal yang kompleks dan tidak dapat dilihat dengan
sederhana namun akhir dari sebuah proses penegakan hukum pidana umumnya
dapat dilihat dengan diputuskannya suatu perkara dalam pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kasus Putusan
Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb tentang bagaimana penerapan hukum pidana
terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi dan dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku peyedia sarana praktik prostitusi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka
penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini dengan judul
penelitian : “PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR :

267/P1D.B/2015/PN.PGB).
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1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masasalah merupakan suatu cara dan usaha yang dilakukan
penulis guna mengetahui dan melihat apa yang menjadi pokok permasalahan yang
akan di teliti sehingga penelitian ini dapat fokus dan bejalan pada tujuan yang
diharapkan. Mengingat pada penelitian ini adalah merupakan studi putusan maka
permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana pelaksanaan
penegakan hukum pidana dalam sebuah perkara yang terjadi terhadap kegiatan
prostitusi yang menggunakan fasilitisas teknologi atau sering di kenal dengan
prostitusi online. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Mengingat praktik prostitusi online menggunakan teknologi dan sarana
elektronik berupa jaringan internet yang menambah kompleksitas
penegakan hukumnya sehingga perlu diketahui aspek hukum penegakan
hukum terhadap pelaku prostitusi online yang telah dilaksanakan.

2. Bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum untuk tiap-tiap perkara baik
yang menggunakan modus atau pola yang sama sangat berbeda-beda
khususnya dalam penanganan perkara pidana prostitusi online maka yang
menjadi bagian kajian dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan
hukum oleh hakim dalam mengadil dan memutuskan perkara dengan
putusan nomor : 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk dapat lebih memfokuskan dan menentukan arah penelitian ini perlu

dilakukan batasan masalah agar tidak menyimpang dari judul yang telah

ditetapkan dan yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :



14.

13

. Dalam penelitian lebih difokuskan kepada bagaimana penerapan hukum

dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
prostitusi online sebagaimana perkara yang diputus dengan putusan

nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.

. Kegiatan penelitian juga difokuskan untuk melihat dan mengkaji apa

yang manjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadil
dan  memutuskan  perkara  dengan  putusan = nomor

267/P1d.B/2015/PN.Pgb.

Perumusan Masalah

Agar tercapai tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

prostitusi online ?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan

perkara pidana dengan putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka

diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana prostitusi online.
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2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku peyedia sarana praktik
prostitusi dalam putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb.

1.6. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat memberikan
suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Secara umum
penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah
sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap bidang Ilmu Hukum pada
umumnya dan [lmu Hukum Pidana pada khususnya.
1.6.2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan
dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi
dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparatur penegak
hukum dalam menerapkan ketentuan hukum.

b. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat
menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan
pelaksanaan penegakan hukum atas suatu undang-undang sehingga dapat
membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan

praktek yang ada
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c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis
serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Putera Batam.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori
2.1.1.Teori Penegakan Hukum

Dalam mencapai suatu tujuan hukum diperlukan teori-teori yang dapat
membantu proses pemecahan suatu permasalahan maupun dalam hal menciptakan
tegaknya suatu nilai-nilai atau norma hukum dalam sebuah kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara. Teori-teori yang ada umumya telah diakui dan telah
mengalami proses panjang sehingga diakui sebagai teori yang dapat dibuktikan
atau dikaitkan dengan suatu isu dan diakui mendekati kebenaran.

Salah satu teori yang dikenal adalah teori penegakan hukum, dimana
menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai
yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2016).

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang
sering disimpulkan sebagai bagian utama dari tujuan hukum. Jadi penegakan
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide itu sendiri.

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam

praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karenanya, memberikan

16
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keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan  menjamin  ditaatinya hukum  materiil dengan
mempergunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal (Soekanto, 2016).

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, penegakan hukum pidana
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application)
yang proses penerapannya dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum dengan
peran dan fungsi masing-masing mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat
dan juga gak kalah pentingnya adanya peran serta aktif dari masyakat dalam
menjamin tegaknya dan dipatuhinya sebuah aturan hukum.

2.1.2. Teori Keadilan

Teori ini dapat dikatakan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum.
Perhatian terhadap keadilan telah ada sejak zaman dahulu kala.bangsa Yunani
kuno misalnya telah memiliki dewi yang menanganin keadilan, yaitu dewi themis.
Themis digambarkan sebagai wanita memegang timbangan ditangan yang satu
dan suatu untaian barang dan di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah
(natural justice).

Perhatian terhadap keadilan juga dilihat dari adanya ungkapan-ungkapan,
yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun lalu, seperti: fiat justitia pereat
mundus atau hendaklah keadilan ditegakan walaupun dunia harus binasa (let there
be justice, thought the world perish); dan fiat justitia ruat caelum atau hendaklah
keadilan ditegakan walaupun langit runtuh (may justice be done though the
heavens fall). Memperhatikan keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan dengan

tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensinya.
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Perhatikanlah juga bahwa setiap putusan pengadilan diindonesia harus
berkepala “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala
putusan ini menunjukan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan “demi
keadlian”, bukan demi hukum. Jadi yang di pandang harus lebih mendapatkan
perhatian adalah tujuan dari hukum yaitu keadilan.

Tetapi pengertian keadilan sebagai “ius suum cuique tribuere” (memberikan
kepad tiap orang apa yang menjadi haknya), dapat ditafsirkan secara berbeda-
beda. Untuk itu Aritoteles telah membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu :

1. Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan

memberikan kepada setiap orang menurut jasa (according to merit).
Keadilan ini bersifat proporsional, dimana proporsional berarti
persamaan dalam rasio (forproportion is equality of rasio).

2. Keadilan komutatif, menurut istilah L.J Van Apeldoorn atau yang oleh

Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan (rectificatory
Jjustice) yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama
banyaknya dengan tidak mengigat jasa-jasa perseorangan (Albert
rumokoy Donald, 2014).

2.1.3.Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana”
berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan
kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal

yang tidak sehari-hari dilimpahkan (prodjodikoro, 2003).
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Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan
tersebut (Moeljatno, 2008).

Menurut G.A van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan
yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum
(rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan
megenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut D. Simons hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan
larangan, yang pelanggaranya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa
“pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan
peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan
ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut (Maramis, 2013).

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadan hukum
pidana. Menurut pandangan yang pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk

melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam
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masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah
untuk melindungi masyarkat dari terjadinya kejahatan.

Menurut pandangan yang kedua, tujuan hukum pidana adalah melindungi
individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini
didasarkan suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalah gunakan,
sehingga diadakannya hukum pidana justrus untuk membatasi kekuasaan
penguasa.

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah
sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik
secara menakuti-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun
secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan
agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan
suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya
sehingga bermanfaat bagi masyarakat (prodjodikoro, 2003).

2.1.3.Tindak Pidana

Menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia
yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana
dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan mrnurut pendapat Utrecht, Tindak
pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat
(dader) yang bertanggung jawab atas kelakuan-anasir kesalahan (element van

schuld) dalam arti kata bertanggung jawab (strafbaarheid van de dader). Dari
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beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur,
yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan
hukum,dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan
unsur pertanggungjawaban pidana (Agus, 2016).

Menurut beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana antara lain:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti sesuatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”

2. Menurut D Simons, tindak pidana (straafbaar Feit) adalah kelakuan
(handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum,
yang berhunbungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang
yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar  gestelde
“onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een
toerekeningsvatbaar person”)

3. Menurut G.A.Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh
moeljatno, “straafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging)
yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum,yang patut di
pidana (strafwardig) dan dilakukan kesalahan (Maramis, 2013).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat,

2. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi
menjadi:

a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang

melakukan perbuatan. Misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan
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dalam delik jebatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal
418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub ¢ Undang-undang No. 3 tahun
1971 atau pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-
undang No. 20 tahun 2001 tentang pegawai Negeri yang menerima
hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka
tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

b. Unsur obyekti atau non pribadi,yaitu mengenai keadaan diluar si
pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka
umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan
kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak
dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini
(Gunadi & Efendi, 2014).

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya
D.Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo,
mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (menselijke
gedraging), berupa berbuat atau tidak berbuat (een doen of nalaten).
Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbutan (daadstrafrecht).
Cogitationis poenam nemo patitur (tidak seorang pun dapat dipidana
hanya atas apa yang dipikirkannya).

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada

delik material.
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3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud
(oogmerk), sengaja (opzet), dan kealpaan (onachzaamheid atau culpa)

4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan obyektif
(objectieve omstandigheden), misalnya penghasutan (pasal 160) dan
pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika lakukan didepan
umum (in het openbaar).

5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk
dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123: “jika pecah perang”; pasal
164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; pasal 345: “kalau orang
itu jadi bunuh diri”’; pasal 531 ‘jika kemudian orang itu meninggal”.

6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus
apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (wederrechtelijk), tanpa
wewenang (zonderdaartoe gerechtigd te zijn), dengan melampaui
wewenang (overshrijiving der bevoegheid).

7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya
dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkannya
dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang
(tijd van oorlog).

H.B VOS, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo,
mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa
unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak

berbuat (een doen of natalen);
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2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai. Elemen
akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan
undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan
didalam delict formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat
dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam
delict materiel,

3. Elemen subjektif yaitu keselahan, yang diwujudkan dengan kata-kata
sengaja (opzet) atau alpa (culpa);

4. Elemen melawan hukum (wederrechtelijkeid);,

5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan
dibedakan menjadi segi objektif misalnya dalam pasal 160 diperlukan
elemen dimuka umum (in het openbaar) dari segi subjektif misalnya
pasal 340 diperlu unsur direncanakan lebih dahulu (voorbedachteraadi).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam

undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini
mengharuskan seseorang untuk melaporan kepada pihak berwajib apabila akan
timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi
(Prasetyo, 2014).

2.1.4.Pelaku

Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang

memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas

kejahatan (Maramis, 2013).
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Menurut Hazewinkel suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan
seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan
dalam rumusan delik tersebut (pleger is ieder,die zelf aan de wettelijke
omschrijiving van een strafbaar feit geheel voldoet) oleh Karena itu, pelaku bukan
la seorang yang turut serta (deelnemer), namum dapat dipidana bersama-sama
melakukan suatu perbuatan pidana (Hiariej, 2014).

A. Orang yang melakukan (pleger)

Diatas telah disebutkan bahwa dader sama dengan “pleger” yaitu orang
yang melalukan. Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah
mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu
perbuatan yang dirumuskan didalam setiap delik. Pasal 55 KUHP ini
tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “dader” tetapi
kepada “pleger”, dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan,
maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.

B. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara
orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat dengan
demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/aucto
physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor
intellectualis).

Unsur-unsur pada doenpleger adalah

1. Alat dipakai adalah manusia;

2. Alat yang dipakai berbuat;
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3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materill) tidak dapat

dipertanggungjawabkan,adalah:

a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44)

b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);

c. Bila ia berbuat karna perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2)

d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;

e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk
kejahatan yang bersangkutan.

Paling tidak ada tiga syarat penting dalam doenplegen. Pertama alat
yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua
orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau
kemampuan bertanggung jawab. Ketiga sebagai konsenkuensi syarat kedua
adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.

Apabila yang disuruh lakukan seorang anak kecil yang belum cukup
umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo. UU Nomor 3
tahun 1997 tentang peradilan anak.

C. Orang yang turut serta (medepleger)
Medepleger menurut mvt adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat
atau turut mengerjakan terjadiya sesuatu.oleh karena itu,kualitas masing-
masing peserta tindak pidana adalah sama.
Turut mengerjakan suatu,yaitu:

a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
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b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
c. Masing-masing hanya memeuhi sebagian rumusan delik syarat
adanya medepleger, antara lain:

1. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara
sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang sama
dilarang undang-undang;

2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulakn
selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang

dilakukan;

b. Untuk kerja sama;

c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama/ pelakasaan bersama secara fisik: kerja sama yang erat dan

langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya

delik yang bersangkutan.

D. Penganjur (uitlokker)

Penganjur adalah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan
suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan
oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan
sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan mertabat, kekerasan, ancaman,
atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan

(pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP). Pengajuran (uitloken) mirip dengan
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menyuruh lakukan (doen plegen), yaitu melalui perbuatan orang lain

sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

a. Pada pengajuran, menggerakan dengan sarana-sarana tertentu
(limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan
menyuruhlakukan menggerakkanya dengan sarana yang tidak
ditentukan.

b. Pada penganjuran, pembuat materill dapat di pertanggung jawabkan,
sedang menyuruhkan pembuat meterill tidak dapat
dipertanggungjawabkan

Pergerakan menurut doktrin, antara lain:

a. Penggerakan yang sampai taraf percobaan (uitlokking bijpoging );

b. Pergerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf
percobaan saja;

c. Penggerakkan yang gagal (mislucke uitlokking)

d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian
mengurungkan niat tersebut

e. Penggerakan tanpa akibat (zonder gevold genleiben uitlokking);

f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik.

Syarat pengajuran yang dapat di pidana, antara lain :

a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;

b. Menggerakan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam

KUHP
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c. Putusan kehendak membuat materill ditimbulkan karena upaya-
upayah tersebut;

d. Pemuat materill melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang
dianjurkan;

e. Pembuat materill dapat dipertanggungjawab. Penganjuran yang gagal
tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP.

E. Pembantu

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56, pembantuan ada dua jenis:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara sebagaimana
pembantuannya tidaka disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan
medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada;

1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang,
sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja member bantuan tanpa
diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan
sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja
melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan
mempunyai tujuan sendiri;

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUPH),
sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap pidana;

4. Maksimun pidana pembantu adalah maksimum pidana yang
bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangan turut serta dipidana

sama.
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b. Pembantuan sebelum kejahatan sebelum kejahatan dilakukan, yang
dilakukan dengan cara memberi kesempatan,sarana atau keterangan.
Ini mirip dengan pengajuran (uitlokking).
Perbedaanya pada niat’kehendak, pada pembantuan kehendak jahat
pembuat materill sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh
pembantu, sedangkan dalam pengajuran, kehendak melakukan
kejahatan pada pembuat materill ditimbulkan oleh pengajur (Prasetyo,
2014).
2.1.5.Pornografi

Mengutip Enksiklopedia hukum Islam (1997) yang dimaksud dengan
pornografi adalah berasal dari bahasa yunani: porne artinya perempuan jalang,
grapien artinya menulis. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun
gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan
membangkitkan nafsu berahi (syahwat) dan seks.

Sedangkan Dadang Hawari (2000) dalam bukunya Gerakan Nasional Anti
Mo-Limo (5-M) : madat, minum, main, maling dan madon), menyebutkan bahwa
pornografi mengandung arti:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha
untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian
merangsang.

2. Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan

seksual.
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Pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan secara langsung seperti
hunbungan seksual ataupun melalui media cetak dan elektronik, seperti gambar
atau bacaan cabul yang dengan sengaja dan dirancang untuk membangkitkan
nafsu birahi. Banyak hal yang terkait dengan kategori pornografi dan pornoaksi,
antara lain:

1. Pakaian merangsang (sensual)

Pakaian mini yang menampakkan tubuh bagian atas (dada) dan tubuh
bagian bawah (paha), pakaian yang tipis (transparan), atau pakaian yang
ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan nafsu
birahi bagi yang memandangnya.

2. Perbuatan atau sikap merangsang (sensual)

Pose menantang disertai ekspose bagian-bagian tubuh yang sensual
(payudara, paha, bokong), begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir
dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini juga adalah penampilan,
gerak-gerik atau tarian erotis.

3. Perbuatan seksual

Termasuk perbuatan yang mendekatkan kearah perbuatan perzinaan.
Misalnya gambar baik di media cetak atau elektronik (VCD, DVD, HP,
internet dan lain-lain) yang menampilkan adegan-adegan perbuatan
seksual.
a.  Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan
Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

terdapat dalam suatu pasal. Suatu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan
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hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit maupun secara implisit ada
dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan
eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangksikan lagi
bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada dan mutlak dalam suatu tindak
pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di
pengadilan (Prasetyo, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kesusilaan berarti suatu hal
yang berkaitan dengan adat dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang
baik, tata krama yang luhur. Maka dengan istilah dan pengertian diatas dapat
dilhiat dengan jelas bahwa kesusilaan dapat disetarakan dengan suatu tingkah laku
yang baik dan jauh dari hal dan nilai-nilai buruk sehingga dapat di kaitkan dan
erat dengan prilaku yang menjunjung tinggi adat, nilai, norma dan kesopanan atau
sering dikenal juga dengan prilaku dan tata krama yang baik.

Mengingat batasan dari pengertian kesusilaan yang cukup luas maka
“kejahatan kesusilaan” telah diatur juga dalam Pasal 281 s/d Pasal 303 KUHP,
meliputi perbuatan-perbuatan berikut :

1. Melanggar kesusilaan dimuka umum (pasal 281)

2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya
tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal
282 s/d Pasal 283)

3. Melakukan zina, pemerkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan
melakukan, dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan

hubungan seksual (pasal 284 s/d pasal 296)
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4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (pasal 297)
5. Berhubungan dengan pengobatan yang menggunakan kehamilan (pasal
299)
6. Berhubungan dengan minuman dan memabukkan (pasal 300)
7. Menyerahkan anak dengan pengemisan dan sebagainya (pasal 301)
8. Penganiayaan hewan (pasal 302)
9. Perjudian (pasal 303)
Sedangkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran
kesusilaan” yang berhubungan dengan pornografi telah diatur juga dalam Pasal
532 s/d Pasal 545 KUHP, meliputi perbuatan-perbuatan berikut :
1. Mengungkap/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (pasal 532
s/d pasal 535)

2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 536 s/d pasal
539)

3. Berhubungan dengan perlakuan tindak pidana asusila terhadap hewan
(pasal 540, pasal 541 dan pasal 544)

4. Meramal nasib/mimpi (pasal 545)

Maka dengan melihat rumusan pasal-pasal diatas dapat dilihat bahwa
kesusilaan sangat memiliki cakupan luas dan beririsan dengan persoalan
seksualitas, perilaku menyimpang dalam masyarakat sampai kepada aturan

perlakuan terhadap hewan.
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b.  Prostitusi dalam Undang-undang ITE
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dan disingkat dengan UU ITE sebagai
undang-undang khusus lex specialist diharapkan dapat menutup kekurangan-
kekurangan KUHP dalam mengatasi dan memproses kejahatan yang dilakukan
dengan cara-cara diluar kebiasaan (konvensional) sehingga dapat menciptakan
dan memberikan kepastian hukum dalam suatu perbuatan apakah merupakan
suatu perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana azas hukum yang berlaku.
Sebagaimana dirumusan dalam pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan bahwa :
“Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses,
simbol atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”
Sedangkan dirumusan pula dalam pasal 1 angka 4 UU ITE disebutkan
bahwa :
“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat,
ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda suara, gambar, peta rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses. Simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya”.
Rumusan pasal-pasal diatas menegaskan batasan-batasan mengenai apa-apa

saja yang merupakan atau termasuk kedalam informasi elektronik maupun

dokumen elektronik yang juga menambah luas cakupan jenis bentuk-bentuk yang
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dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara tindak pidana ITE sehingga
menambah cakupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana
dan dikuatkan oleh pasal-pasal lain terhadap penegasan syarat-syarat suatu
dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam undang-undang ini juga diatur ketentuan perbuatan yang dilarang
yang tertuang dalam pasal 27 s/d pasal 37 dengan ketentuan pidana sebagaimana
pasal 45 s/d pasal 52, dimana secara spesifik pasal yang mengatur tentang
kejahatan terhadap kesusilaan yang terkait dengan prostitusi online terdapat dalam
pasal 27 ayat 1 yang menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan”.

Sedangkan sanksi pidana yang mengancam atas pelaku yang melakukan
perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas diancam
dengan sanksi pidana sebagaimana pasal 45 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam tahun dan atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Dapat dilihat bahwa dalam undang-undang ini menggunakan kata yang
berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP dimana unsur yang digunakan adalah
“setiap orang” yang merupakan nama lain dari unsur “barang siapa” yang

meunjukan unsur subjek hukum bahwa setiap orang/siapa saja dapat mintai

pertanggung jawaban perbuatannya secara hukum sesuai ketentuan hukum acara
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pidana atas setiap perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam undang-undang
ini.
¢.  Prostitusi dalam Undang-undang Pornografi

Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia bahwa “prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang
atauhadiah sebagai suatu transaksi perdagangan” artinya prostitusi identik
dengan kegiatan pelacuran dimana lazimya terdapat tiga pihak yang terlibat
lansung yaitu pelacur (prostitute), mucikari atau germo (pimp) dan pelanggannya
(client).

Meskipun istilah prostitusi sangat lekat di telinga masyarakat Indonesia
namun dalam beberapa Undang-undang yang ada tidak dinyatakan dan diatur
secara jelas (eksplisit) tentang prostitusi namun dapat dikaitkan atau dapat
diartikan sama atau erat kaitannya dengan apa yang dimaksud dan diatur dalam
undang-undang tersebut. Salah satu undang-undang yang ada kaitannya dengan
kegiatan prostitusi adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi dimana pasal 1 angka 1 dinyatakan :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dalam Undang-undang ini mengatur perbuatan dilarang dan dibatasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 s/d pasal 14 dimana secara ekplisit dalam

pasal 4 erat kaitannya dan dapat berhubungan dengan kegiatan prostitusi online.
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Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi,

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

a.

b.

€.

f.

Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.

Kekerasan seksual;

. Masturbasi atau onani;

Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
Alat kelamin; atau

Pornografi anak.

Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa

pornografi yang :

a.

Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang

mengesankan ketelanjangan;

. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksualitas’

Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung

layanan seksual.

Sebagai salah satu lex spesialist dari KUHP, tindak pidana dalam Undang-

undang Pornografi ini diatur dalam pasal 29 s/d pasal 41, dimana secara khusus

rumusan pasal 29 dan pasal 30 mempunyai kemiripan dan berhubungan atau

setidak-tidaknya berkaitan dengan pasal 282 KUHP dan 27 ayat 1 UU ITE yang
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mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang dapat diartikan kegiatan
prostitusi.

Adapun pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tentang Pornografi menyatakan
bahwa :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).

Sedangkan pasal 30 Undang-undang Nomor 44 tentang Pornografi
menyatakan bahwa :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud

pasal 4 ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Dengan memperhatikan dan mengacu kepada rumusan pasal-pasal
perundang-undangan diatas dapat dilihat secara tegas bahwa undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi juga dapat dijadikan payung hukum
dalam penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilarang yang ada kaitannya
dengan kegiatan prostitusi baik konvensional maupun online jika ada perbuatan

menawarkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual yang juga

merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.
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2.1.6.Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim memiliki kewajiban
memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun
pertimbangan sosiologis.

Pasal 1 angka 11 KUHAP, berbunyi bahwa pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaaan atau
bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

Dalam  hal pertimbangan  yuridis majelis  hakim  biasanya
mempertimbangankan hal dan dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya
pidana dan juga sebaliknya apa yang menjadi dasar-dasar yang menyebabkan
diperingannya suatu pidana.

Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam memutus
perkara selalu memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dirumuskan dalam pasal
52 KUHAP yang dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan
terutama keterangan terdakwa yang mempertimbangkan antara lain :

1. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

3. Cara melakukan tindak pidana.

4. Sikap batin dan perasaan pelaku tindak pidana pada saat melakukan

perbuatan

5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana

6. Sikap dan tindakan pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatan
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7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana

8. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang diperbuat

9. Pengurusan terhadap keluarga korban dan pelaku tindak pidana

10. Bagaimana proses terjadinya perbuatan pidana (berencana atau tidak)

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang maka wajib
diperoleh atau dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang
peroleh secara benar sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ditambah dengan keyakinannya bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah sebagai pelaku dan yang
bersalah melakukannya.

Mengenai pembuktian perkara pidana di persidangan wajib mengacu kepada
prosedur hukum acara yang berlaku dalam KUHAP dengan menelaah dan menilai
dan kemudian menyimpulkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan dalam
persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa (1)
keteranga saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan
terdakwa dan/atau mempertimbangkan juga alat bukti lain yang diatur dan
ditentukan lain dengan unang-undang khusus (lex specialist).

2.2. Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam
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peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat
harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara
umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-

undangan yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

e. Peraturan Pemerintah

f. Peraturan Presiden

g. Peraturan Daerah Provinsi

h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan
oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim,
doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang
informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-
undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi
kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan

untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan
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sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi
masyarakat bukan sebaliknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai
Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari
1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan
golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional
bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei
1917 (staatsblaad 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum
pidana lama menjadi hukum pidana baru.
2.2.1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29
September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh
Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk
seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini.(Ismu,
Gunadi&Janaedi, 2014)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang
berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan
dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh
Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena

ukuran yang dipakai adaah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti
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halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan
zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai ius peonale.
Di samping ius peonale dikenal pula istilah ius puniendi atu hukum pidana dalam
arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat
perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif
tersebut. Ini mengandung dua hal:

a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana,
yaitu hak yang diperoleh dari peratura yang ditentukan oleh hukum
pidana dalam arti objektif.

b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan
penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan
pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud
adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di
samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal,
kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikanadalah KUHP
dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-
undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU
Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-

undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang
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dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang
dalam Kitab Undang-Undang secara sitematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer
Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir,
sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di
Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDT (Kitab
Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).
Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau
dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana
fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum piadana
nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagaiya Prasetyo,
2014).

2.2.2.Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Pornografi di dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan

atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian
Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP — 283 KUHP. Di dalam
peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia,
begitu juga dengan masalah pornografi yang sedang penulis bahas ini.Pornografi
dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal
281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533,

keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh di langgar dan memuat
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sanksi-sanksinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 282 adalah pasal yang
melarang publikasi yang bersifat porno. Apakah pasal 533 melarang hal yang
sama seperti yang dimaksud pada pasal 282? Dengan sendirinya tidak.

Pasal 281 dan 282 adalah kejahatan, sedangkan 533 merupakan
pelanggaran. Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada
umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak muda
yang belum dewasa. Yang dilarang ialah “pada tempat yang diperuntukkan untuk
lalu lintas umum, mempertunjukkan sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi
anak-anak muda”.

Delik yang diancam dengan pasal 282 adalah lebih serius daripada yang
diancam dengan Pasal 533. Disini tidak disinggung lagi “yang melanggar
kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti bahwa
tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat
terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah
tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran pada tata susila umum atau tidak,
tetapi cukup jika ia dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Yang
dinilai adalah akibatnya terhadap diri si anak muda dan bukan suatu perbandingan
dengan moral umum.

Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan
jaksa disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat
dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP.
Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal

yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum
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cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum
untuk mengambil tindakan hukum.

Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Sebagai landasan filosofi dari UU Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di
dalam Konsideran UU Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat
setiap warga negara. Dimana pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam
kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah UU

Pornografi 2008.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dalam buku “Pengantar Penelitian Hukum”
penelitian hukum dapat dibedakan dalam : (a). Penelitian hukum normatif dan (b)
Penelitian hukum sosilogis, dan penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif yang
memberikan gambaran atau rumusan masalah sesuai dengan kedaan/fakta yang
ada (Suratman & Dillah 2015).

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa metode
kualitatif lebih mampu mengungkap realitas ganda, lebih mengungkap hubungan
wajar antara peneliti dengan responden metode kualitatif lebih sensitif dan adaptif
terhadap peran berbagai pengaruh timbal balik (Prof Muhadjir, 2002).

Penggunaan pendekatan kualitatif menurut Vredenberg yang dikutip oleh
Alwasilah memiliki beberapa pertimbangan, antara lain : 1) penelitian kualitatif
menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistik) dalam menganalisa suatu
fenomena; 2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif
deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan
(wholeness) dari obyek yang berarti bahwa data yang dikumpulkan, dipelajari

sebagai keseluruhan yang terintegrasi (A Chaedar, 2002).

47
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Penelitian dengan paradigma kualitatif berupaya mengembangkan ranah

penelitian dengan terus menerus menerus memperluas pertanyaan penelitian, dan

bahkan memunculkan pemikiran denah hipotesis baru dan isu baru bagi penelitian

terkait berikutnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan

pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena

dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang

berisi aturan-aturan yang bersifat normative. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

3.2.1.Jenis Data

l.

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, penulis lakukan dengan cara mengutip bahan-
bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah
dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Hukum tidak
terkodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, Traktat dan bahan
hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (wetboek van
strafrecht). Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari
buku-buku berkenaan dengan landasan teori, Undang-Undang, Peraturan-

Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Jadi sumber data
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ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam
penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang,
hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
Dengan kata lain, penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan
dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah
lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan
landasan teoristis di samping adanya sumber hukum utama (primer).
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberikan informasi tentang Hukum Primer dan Sekunder.
3.2.2. Alat Pengumpulan Data
Studi kepustakaan (/ibrary research) dilakukan guna mencari konsep-
konsep, pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok
permasalahan yang penulis bahas atau teliti. Teknik untuk mengkaji dan
mengumpulkan bahan hukum hukum yang diperlukan itu, yaitu menggunakan
studi kepustakaan. Studi ini merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai
dokumen-dokumen, dan putusan pengadilan yang ada baik yang berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.
3.3. Metode Analisis Data
Analisis data adalah bagian faktor terpenting dalam menenentukan

keberhasilan sebuah penelitian dan merupakan proses mengorganisasikan dan
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mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan
studi perpustakaan. Pada tahap ini data di klasifikasikan dan dimanfaatkan
sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai
untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
bukan kuantitatif, karena dalam penulisan ini tidak menggunakan rumus statistik
dan maupun berupa angka-angka sehingga data yang diperoleh hanya penjelasan
mengenai masalah yang di teliti. Pemecahan masalah tersebut menggunakan
metode kualitatif karena masalah yang diselidiki mengenai suatu gambaran atau
melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian meliputi pemerintah/swasta,
lembaga/organisasi dan masyarakat.
3.4. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan
Penegakan hukum Pidana khususnya yang berkaitan terhadap Tindak Pidana
Prostitusi Online yang saya kaji dan teliti antara lain :
1. Berdasarkan penelitian (Warsiman, 2014) dalam Jurnal ISSN No. 2089-
8592 Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2014 dengan judul “Tinjauan
Hukum Pelacuran Dalam Dunia Maya (Cyber Protitustion)
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronika” diperoleh bahwa aktivitas berbasis
teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat
informasi (information society). Internet bahkan sudah digunakan oleh

anak-anak prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan
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hingga ibu rumah tangga. Dan pertanggung jawaban pidana prostitusi
secara online harus memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana
(Warsiman, 2014).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang tinjauan hukum
pertanggung jawaban tindak pidana prostitusi online yang harus
memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana maka dapat diketahui
perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang
penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi
online berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronika dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara
nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb.

. Berdasarkan penelitian (Amalia, 2018) dalam Jurnal ISSN No. 2597-
7962 Volume 1 No. 1 Maret 2018 dengan judul “Prostitusi dan
Perzinahan Dalam Presfektif Hukum Islam” diperoleh bahwa Dalam
agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan
hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum
konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap
hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti

pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi
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hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik
yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur
yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari
penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki
dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.
Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum
Islam diatur dalam QS Al-Isra’ 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-
Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau
zina adalah memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan
membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk
hadist dan al-quran (Amalia, 2018).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang prostitusi dan
perzinahan dalam presfektif hukum islam dan upaya dalam mengatasinya
maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan
penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan
tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan nomor :
267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronika dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara

nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb.
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3. Berdasarkan penelitian (Pratama, 2017) dalam Jurnal ISSN No. 2580-
4561 Volume 1 No. 1, Juni 2017 dengan judul “Tanggung Jawab
Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online” diperoleh
bahwa Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan
masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi.
Salah satu bentuk kejahatan di bidang Cybercrime yaitu tindak pidana
prostitusi online. Hasil penelitian diketahui bahwa prostitusi melalui
media online adalah suatu perbuatan tindak pidana dan pertanggung
jawaban pidana pelaku prostitusi melalui media online terdapat pada
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Serbabagus, S dan
Pratama, 2017)

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang tanggung jawab
pelaku tindak pidana prostitusi melalui media online maka dapat
diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat
tentang penegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana
prostitusi ~ online  berdasarkan  studi  putusan = nomor
267/pid.b/2015/pn.pgb.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronika dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam
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memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara
nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb

. Berdasarkan penelitian (Sibuea, 2015) dalam Jurnal ISSN No. 2088-2351
Volume 10 No. 7, Juni 2017 dengan judul “Penegakan Hukum
Prostitusi di Indonesia” diperoleh bahwa Praktek prostitusi merupakan
fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali
di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya
menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami
kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini.
Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini.
Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera
menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi
pengguna kegiatan prostitusi (Sibuea, 2015).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang penegakan hukum
prostitusi di Indonesia secara umum, maka dapat diketahui perbedaan
mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang penegakkan
hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana prostitusi online
berdasarkan studi putusan nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronika dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam
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memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara
nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb.

. Berdasarkan penelitian (Musa Ridho, 2017) dalam Jurnal ISSN Online
No. 1478761011 Volume 1 No. 1, November 2017 dengan judul “Peran
Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik” diperoleh
bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta
bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut.
Tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi
penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas
tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota
Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya cksploitasi
seksual melalui media elektronik (Ridho, 2016).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang peran Kepolisian
pada Polrestabes Semarang dalam penegakan hukum pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang (cksploitasi seksual) melalui media
elektronik, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian
yang akan penulis angkat tentang penegakkan hukum pidana terhadap
perbuatan tindak pidana prostitusi online berdasarkan studi putusan

nomor : 267/pid.b/2015/pn.pgb.
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Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronika dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan perkara

nomor : 267/pid.b/ 2015/pn.pgb



